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ABSTRAK 
Nama : Fajrin Amin 
Nim : 10500110035 
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Medis di 
  Kota Makassar. 
 
Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk: 1) Mendiskripsikan mengenai faktor-
faktor apa sajakah yang menyebabkan perlunya perlindungan hukum terhadap dokter 
di kota makassar, 2) Mengetahui langkah-langkah yang dapat di tempuh untuk 
memberikan perlindungan hukum terhadap dokter di kota makassar. 
Pembahasan skripri ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum 
normatif, Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini tergolong kualitatif, 
dengan menggunakan data berupa wawancara langsung/tanya jawab (dialog) dan 
studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer 
maupun sekunder, lalu kemudian teknik pengolahan dan analisa data dilakukan 
dengan melalui tiga tahapan, yaitu: menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap 
dokter memang sangat perlu dilakukan dengan berbagai faktor yang menyebabkannya 
baik yang disebabkan oleh perilaku dari pasien itu sendiri ataupun  sifat kodrati dari 
seorang dokter pada umumnya, walaupun untuk kota makassar sendiri ternyata belum 
ada kasus yang samapai ke meja hijau terkait dengan dugaan malpraktek yang 
sebenarnya yang memiliki kriteria tersendiri untuk dapat dikatan sebagai tindakan 
malpraktek, Langkah utama yang dilakukan untuk melindungi dokter agar tidak 
terseret sampai ke meja hijau ialah dengan upaya menyelesaikan suatu masalah 
dengan jalur mediasi yang juga merupakan amanat dari undang-undang kesehatan. 
Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan seorang dokter kedepannya 
harus dapat lebih mengerti tentang tanggungjawab hukum karena akan sangat 
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membantu dalam mengantisipasi kemungkinan tuntutan pasien atas upaya medis 
yang dilakukan oleh dokter. 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Pembangunan kesehatan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan 
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Pembangunan 
kesehatan tersebut merupakan upaya dari seluruh masyarakat Indonesia, baik 
masyarakat swasta ataupun pemerintah. 
Untuk dapat memelihara kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai 
sarana, salah satu sarana tersebut adalah dokter, dapat dikatakan bahwa dokter adalah 
“Leader” dalam pelayanan kesehatan, meskipun demikian keberadaan tenaga 
kesehatan yang lain tetap memiliki kekhususan yang tidak dapat digantikan. 
Seorang dokter dalam menjalangkan profesinya harus di dasarkan pada 
undang-undang Praktik kedokteran (undang-undang praktik kedokteran No. 29 tahun 
2004). Hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi para pihak karena 
hubungan yang terbentuk antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan yang 
lain, atau hubungan antara pasien dan rumah sakit, posisi pasien selalu ada dalam 
posisi yang lebih lemah. 
Posisi pasien ada dalam keadaan membutuhkan pertolongan, sementara posisi 
tenaga kesehatan adalah pihak yang menolong. Jadi, posisi pasien dengan tenaga 
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kesehatan lebih kuat pada posisi tenaga kesehatan. Posisi  pasien dengan tenaga 
kesehatan yang tidak seimbang seperti itu membuat pasien mudah untuk mendapat 
perlakuan tidak adil, Sehingga tepatlah di dalam undang-undang praktik kedokteran 
ini posisi pasien perlu mendapat pengawalan agar tidak mengalami kerugian atau 
dengan lain kata pasien perlu mendapat keadilan atau perlindungan. 
Sebaliknya begitu juga dengan tenaga kesehatan, posisi tenaga kesehatan 
dengan keberadaan UU Praktik kedokteran, dalam hal ini adalah mendapat kepastian 
hukum, sehingga pasien tidak dapat semena-mena melakukan tuduhan kepada dokter 
atau tenaga kesehatan lain jika terjadi peristiwa yang tidak di inginkan.
1
 
Sebagai pembanding, di Negara-negara yang menganut sistem hukum aglo 
saxson mereka mengenal dan menggunakan sebuah prinsip hukum yang disebut the 
good samaritan law yang dimana prinsip ini mendukung kesadaran moral dan 
tanggung jawab seseorang dalam melakukan upaya penyelamatan terhadap siapa saja 
yang sedang membutuhkan tampa harus dibebankan tanggung jawab hukum atas 
tindakan dan hasil atau akibat yang ditimbulkannya, the good Samaritan law 
menyebutkan tentang pasal, yang menyatakan seorang tidak dapat dibebankan 
tanggung jawab atas perbuatannya yang di dasarkan dengan itikad baik dilain pihak 
jika mereka melihat situasi yang membahayakan orang lain dan mereka memilih 
untuk tidak bereaksi, terhadapnya mereka dapat dikenakan tanggung jawab hukum 
                                                          
1 
F.Tenket, Hak Pasien sebagai Penerima layanan kesehatan (HealtResiver) (Cet. I; Jakarta: 
Mandar Maju, 2003), h. 97. 
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atas sikap ketidakpeduliannya.
2
 Tentunya terhadap hal tersebut akan sangat 
berimpilikasi terhadap hubungan humanisme diantara sesama manusia. 
Islam juga mengajarkan kepada manusia sebagai khalifah di dunia ini 
selayaknya bisa menjaga keharmonisannya melalui tiga aspek; habluminallah, 
habluminanas, dan habluminallam. Relasi yang tidak berimbang antara ketiga aspek 
tersebut nantinya akan menimbulkan kerugian bagi manusianya 
sendiri. Ketidakpedulian pada sesama (habluminanas) akan mematikan rasa empati 
jiwa hati manusia itu sendiri perlahan-lahan, untuk itu kita selalu dituntut untuk 
berbuat baik dan saling tolong menolong daripada apa yang telah disyaratkan dalam 
al quran  surah al-Mâidah ayat 2 ; 
 َىلَع اُونَواََعت لاَو ىَوْقَّتلاَو ِِّربْلا َىلَع اُونَواََعتَو َ َّاللَّ َِّنإ َ َّاللَّ اُوقَّتاَو ِناَوْدُعْلاَو ِمْثلإا
 ِبَاقِعْلا ُديِدَش 
 
Terjemahannya :  
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]. 
 
Kajian hukum kedokteran dari kacamata hukum normatif mengandung arti 
bahwa hukum kedokteran dapat dilihat dari 3 sudut pandang yaitu: 1) Aspek pidana 
hukum kedokteran, 2) Aspek perdata hukum kedokteran, dan 3) Aspek administrasi 
                                                          
2 
Benac  Nancy, Wisconsin State Journal: Good Samaritan Law Common, vol. 77 no.2 July 
1997), h.134.http://www.princeton.Edu/achaney/tmve/wiki100k/docs/Good_Samaritan_law. Html. (di 
akses 29 September 2013).
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hukum kedokteran. Ketiga aspek tersebutlah yang mengikat perilaku dokter dalam 
menjalankan profesinya, selain itu seorang dokter harus melengkapi perilakunya 
sesuai dengan tata aturan tersebut agar tidak dikatakan melakukan “Malpraktik”.3 
Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum kedokteran adalah hukum 
administrasi, karena ini merupakan cabang dari hukum Administrasi Negara, seperti 
yang dimaksud dalam hukum administrasi Negara maka adanya hukum kedokteran 
ditunjukan agar tercipta keteraturan perilaku dokter dalam berhubungan dengan 
komunitas lainnya (pasien, perawat, rumah sakit, dan lain sebagainya), selanjutnya 
akan tercipta keadilan, kedamaian, dan keselarasan untuk semua yang terlibat di 
dalam pelayanan kesehatan tersebut.
4
 
Berkaitan dengan profesi kedokteran ini, belakangan marak diberitakan dalam 
mass media nasional, baik melalui media elektronik maupun media cetak, bahwa 
banyak ditemui praktek-praktek malpraktek yang dilakukan kalangan dokter 
Indonesia bahkan menurut laporan lembaga bantuan hukum kesehatan pusat tercatat 
kurang lebih terdapat 150 kasus malpraktek di Indonesia walau sebagian besar tidak 
sampai kemeja hijau. Demikian pula laporan masyarakat kepada ikatan dokter 
indonesia (IDI) dari tahun 1998 sampai 2004 terdapat 306 kasus pengaduan dugaan 
malpraktek
5
. 
Pemberitaan semacam ini telah menimbulkan keresahan atau paling tidak 
kekhawatiran dikalangan dokter, karena profesi dokter ini bagaikan makan buah 
                                                          
3
J. Guwandi, Hukum Medik / Medical Law  (FKUI Jakarta: 2005), h. 57. 
4
F. Tenket, Hak Pasien (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2009 ), h. 24. 
5
Harian Sinar Harapan, 29 April 2005. 
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simalakama, dimakan bapak mati tidak dimakan ibu mati, tidak menolong dinyatakan 
salah menurut hukum ditolong beresiko dituntut pasien atau keluarganya jika tidak 
sesuai dengan harapannya. 
Sebagai contoh kasus yang menimpa tiga orang dokter di Manado seperti 
diketahui, berdasarkan putusan Nomor 365 K/Pid/ 2012 pada 18 September 2012, 
MA mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum pada Kejaksaan 
Negeri Manado dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 
90/PID.B/2011/PN.MDO tanggal 22 September 2011. 
Selain itu, MA juga menyatakan para terdakwa: dr. Dewa Ayu Sasiary 
Prawani (terdakwa I), dr. Hendry Simanjuntak (terdakwa II), dan dr. Hendy Siagian 
(terdakwa III) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana "perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain". MA 
kemudian menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa: dr. Dewa Ayu Sasiary 
Prawani (terdakwa I), dr. Hendry Simanjuntak (terdakwa II), dan dr. Hendy Siagian 
(terdakwa III) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan.
6
 
Secara humanistik, dokter sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari 
kelalaian dan kealpaan bahkan kesengajaan. Kelalaian yang terjadi pada saat 
melakukan tugas profesinya inilah yang dapat mengakibatkan malpraktik medis. 
Namun meskipun demikian di mata hukum yang bersalah tetaplah bersalah dan 
seperti yang kita ketahui setiap orang haruslah bersamaan kedudukannya di hadapan 
                                                          
6 
http://www.mdopost.com/hariini/index.php?option=com_content&view=article&id=5290:dr-
ayu-dibui-senior-protes&catid=1:berita-utama&Itemid. Di akses tanggal 20 Desember 2013. 
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hukum tanpa memandang status, keturunan, kelamin, ataupun jabatan dan status 
social, sesuai dengan asas Equality Be for The Law sementara dalam masyarakat 
terdapat pula orang yang beritikad kurang baik, yang sengaja menarik dokter untuk 
berperkara. Malpraktek dalam praktiknya terkadang dikaburkan dari apa yang disebut 
dengan resiko medik, sehingga tidak jarang seorang dokter yang telah bekerja dengan 
sangat profesional yaitu telah sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan 
medis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) masih dituntut dengan tuduhan 
malpraktek.
7
 
Seorang dokter dalam melakukan profesinya akan sangat mungkin untuk 
mendapatkan keadaan yang serupa yang di alami oleh dr.Ayu hal ini dapat di 
karenakan dari hasil akhir dari suatu proses pengobatan yang dilakukan oleh dokter 
yang bilamana pasien yang ditangani sampai meninggal dunia atau cacat bisa jadi 
akan mendapat tanggapan dari keluarga pasien bahwa hal tersebut adalah sebuah 
malpraktek. 
Terlepas dari kelalaian, kealpaan dan bisa jadi kesengajaan dari seorang 
dokter, dokter juga harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti pasien atau 
keluarga pasien dalam membela haknya, karena bisa jadi dalam suatu proses pelayan 
medis  bukan dokternya yang menjadi penyebab memburuknya atau meninggalnya 
pasien, akan tetapi ini juga dapat di karenakan faktor lain misalnya keluarga pasien 
                                                          
7
Koeswadji Hermien Hadianti, Hukum Dan Masalah Medik (Cet. I; Surabaya: Air langga 
University Perss, 1986).h. 79. 
7 
 
 
 
tidak mengindahkan anjuran dari dokter, kesalahan perawat atau mungkin fasilitas 
rumah sakit.  
Tentunya hal ini akan sangat merugikan dari pihak dokter itu sendiri, 
walaupun sebenarnya masyarakat belum paham betul mengenai apa yang di maksud 
dengan malpraktek sehingga setiap tindakan medis atau pelayanan medis yang 
dilakukan oleh dokter yang tidak memenuhi harapan pasien atau keluarga pasien 
termasuk memburuknya keadaan pasien atau hal terburuk pasien sampai meninggal 
dunia, itu dianggap sebagai suatu malpraktek yang dilakukan oleh dokter, sehingga 
dalam hal ini pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter dianggap oleh pasien 
ataupun keluarga pasien sebagai suatu ketidakprofesionalan dan bahkan di anggap 
sebagai kesalahan dokter seutuhnya. Tentunya hal tersebut juga dapat atau mungkin 
sedang menimpa dokter-dokter kita yang ada di Makassar. 
Sehingga menurut penulis seorang dokter perlu mendapatkan perlindungan 
hukum, terkhusus terhadap dokter yang diduga melakukan medical malpraktek. 
Bertitik tolak dari  uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul : 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAYANAN 
MEDIS DI KOTA MAKASSAR. 
 
B. FOKUS PENELITIAN 
Penelitian ini difokuskan kepada pendiskripsian mengenai hal-hal atau faktor-
faktor apa sajakah yang menyebabkan perlunya perlindungan hukum terhadap dokter 
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dalam melaksakan profesinya serta memberikan gambaran terkait langkah-langkah 
yang ditempuh oleh pihak-pihak yang terkait untuk melindungi dokter dalam 
pelayanan medis yang ada di kota Makassar. 
 
C. RUMUSAN MASALAH 
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perlunya perlindungan hukum terhadap 
pelayanan medis oleh dokter di kota Makassar ? 
2. Langkah-langkah apa yang ditempuh untuk melindungi doker dalam 
pelayanan medis di kota Makassar ? 
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D. KAJIAN PUSTAKA 
a. Hukum Pidana Malpraktek Medik Tinjauan dan Prespektif Medikolegal, yang 
membahas tentang profesi kedokteran, etika kedokteran medikolegal 
pelayanan medik dan penyelesaian kasus malpraktek.
8
 
“ Akhir-akhir ini sering diberitakan di media massa adanya ketidakpuasan 
pasien atau keluarga pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima, baik dari 
dokter ataupun dari sarana pelayanan kesehatan lainnya. Tindakan malpraktek medik 
mungkin saja terjadi, baik karena adanya faktor kesengajaan ataupun suatu kelalaian. 
Bagaimanapun sebagai manusia dokter tidak lepas dari sifat kekeliruan dan 
kesengajaan sebagai sifat kodrati manusia pada umumnya”. 
b. Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga 
Melakukan Medikal Malpraktek.
9
 
“ Seorang dokter yang diduga melakukan medikal malpraktek atau perbuatan 
pelanggaran hukum dalam profesi kedokteran, maka ia dapat dituntut secara hukum 
administrasi, hukum perdata , ataupun hukum pidana. Istilah medikal malpraktek ini 
bagaikan momok yang sangat menakutkan bagi para dokter. Bagaikan makan buah 
simalakama, tidak mau menolong pasien yang sakit ( karena takut dituntut medikal 
malpraktek) dokter tersebut dapat dituntut secara pidana, sedangkan jika menolong 
                                                          
8.
Ari Yunanto dan Helmi, Hukum Pidana Malpraktek Medik tinjauan dan prespektif 
medikolegal ( Cet, I; Yogyakarta: CV Andi Offset). 
9. 
Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga 
Melakukan Medikal Malpraktek ( Cet, I; Bandung: CV. Karya Putra Darwati). 
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dan hasilnya tidak memuaskan pasien atau keluarganya maka ia dapat dituntut 
medikal malpraktek pula”. 
“ terlepas dari benar tidaknya seorang dokter yang telah dituduh melakukan 
medikal malpraktek, maka apabila hal tersebut telah terpublikasi secara meluas 
melalui mass media, maka hancurlah karier yang telah dirintisnya secara susah payah 
selama ini dan dapat pula dokter tersebut akan mengalami trauma yang 
berkepanjangan. Medikal malpraktek ini dalam prakteknya terkadang dikaburkan 
dengan apa yang disebut dengan medikal eror. Sehingga tidak jarang seorang dokter 
yang telah bekerja dengan sangat profesioanal yaitu telah sesui dengan standar profesi 
medik, standar pelayanan medis, serta standar oprasional prosedur, masih dituntut 
dengan tuduhan telah melakukan medikal malpraktek”. Diharapkan dokter  terutama 
bagi  aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) harus benar-benar memahami 
kriteria atau standar-standar tersebut, sehingga akan diketahui apakah seorang dokter 
telah melakukan medikal malpraktek atau hanya medikal eror (yang tidak dapat 
dituntut)”. 
c. Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan 
“ Peningkatan mutu pelayanan kesehatan, tidak terlepas dari pemahaman atas 
hak-hak dan kewajiban, yaitu pemahaman atas aspek-aspek hukum kesehatan secara 
lebih khusus, agar terhindar dari jerat hukum dalam melaksankan tugas-tugas 
kesehatan. Disisi lain pasien, yang pada prinsipnya adalah pihak yang lemah , perlu 
mendapat perlindungan hukum seperti diamanatkan oleh perundang-undangan 
dibidang kesehatan. Hukum kesehatan dan perundang-undangan dibidang kesehatan 
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senantiasa berkembang, oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi tenaga 
kesehatan untuk dapat memahaminya dengan baik agar dapat memberikan pelayanan 
kesehatan yang bermutu bagi masyarakat, karena saat ini masyarakat tidak lagi 
menjadi pihak yang pasif dalam menerima jasa pelayanan kesehatan, tetapi telah 
menjadi lebih cerdas dan tahu akan hak serta kewajibannya”.10 
Dari ketiga buku yang menjadi refereni utama dalam penyusunan skripsi ini 
belum membahas secara spesifik tentang judul dan yang akan menjadi objek 
penelitian terkhusus bagi lokasi penelitian yang difokuskan hanya dalam wilayah kota 
Makassar. 
d. Tinjauan umum tentang Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek 
Kedokteran. 
Undang-undang Praktik Kedokteran diundangkan pada tanggal 6 bulan 
Oktober tahun 2004. Undang-Undang Praktik Kedokteran dibuat untuk memenuhi 
rasa keadilan dari seluruh pihak yang terkait dengan pemberi dan penerima pelayanan 
kesehatan.Undang- Undang Praktik Kedokteran terdiri atas 12 Bab dan 88 Pasal. 
Adapun yang akan dipaparkan lebih lanjut dalam skripsi ini adalah Bab-bab sebagai 
berikut : 
a. Bab II asas dan tujuan. 
b. Bab VIII Disiplin  Dokter atau Dokter Gigi. 
                                                          
10
Sri Siswati, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan. 
(Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo). 
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c. Bab IX Pembinaan Pengawasan. 
d. Bab X Ketentuan Pidana. 
Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada 
nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusian, keseimbangan, serta perlindungan dan 
keselamatan pasien, dan yang kemudian ditujukan untuk memberikan perlindungan 
kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis serta 
memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan masyarakat. Hal tersebut tertuang 
dalam undang-undang kesehatan dalam (Pasal 2 dan Pasal 3). 
Menurut undang-undang Praktek Kedokteran dalam (Pasal 55 s/d Pasal 70) 
dijelaskan mengenai pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia (MKDKI)  yang otonom dan bersifat independen, yang terdiri atas seorang 
ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris. MKDKI yang kemudian 
bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran yang berkedudukan di ibukota Negara 
Republik Indonesia, MKDKI mempunyai masa bakti selama 5 ( lima) tahun dan 
dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. MKDKI kemudian bertugas 
untuk : 
a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin 
dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan 
b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin 
dokter atau dokter gigi. 
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Pembinaan dan pengawasan yang terdapat dalam undang-undang Praktek 
Kedokteran menyebutkan peran pemerintah pusat, konsil kedokteran Indonesia, 
pemerintah daerah, organisasi profesi mempunyai peran untuk mengawasi praktik 
kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Pembinaan dan 
pengawasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang 
diberikan dokter atau dokter gigi, melindungi masyarakat atas tindakan yang 
dilakukan dokter dan dokter gigi serta memberikan kepastian hukum bagi 
masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan 
dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik kedokteran dapat dilakukan 
audit medis. 
Dalam undang-undang Peraktek Kedokteran juga diatur mengenai ketentuan 
pidana yang terdapat pada (Pasal 75 s/d Pasal 80) yang disebutkan mengenai sanksi 
terhadap dokter yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda 
registrasi, tanda registrasi sementara, dan registrasi bersyarat. Juga terhadap dokter 
yang melakukan praktek tanpa memiliki surat izin praktek, terhadap setiap orang 
yang sengaja menggunakan atribut kedokteran yang menimbulkan kesan bagi 
masyarakat bahwa ia adalah seorang dokter, dengan sengaja tidak memasang papan 
nama, dengan sengaja tidak membuat rekam medis, dan dokter yang dengan sengaja 
tidak memenuhi kewajibannya. 
e. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
undang-undang ini sesungguhnya merupakan undang-undang yang bersifat 
administrasi. Hanya saja terhadap hukum adminisrasi ini diberikan sanksi pidana 
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selain sanksi administrasi. Pasal-pasal yang mengandung sanksi pidana dalam 
undang-undang tersebut terdapat pada pasal 190 – 200. 
Sanksi tersebut diberikan terhadap perbuatan-perbuatan atau hal-hal sebagai 
berikut : 
a. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan 
praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja 
tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan 
gawat darurat yang kemudian berdampak kecacatan atau kematian. 
b. Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional 
yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 
(1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian. 
c. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh 
dengan dalih apa pun. 
d. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk 
tujuan mengubah identitas seseorang. 
e. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2). 
f. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun. 
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g. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi 
dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan 
keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. 
h. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi 
dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. 
g. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan 
peringatan kesehatan berbentuk gambar dan yang sengaja melanggar kawasan 
tanpa rokok 
h. orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif  
i. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda 
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa 
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda Selain pidana 
denda korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 
a. pencabutan izin usaha; dan/atau  
b. pencabutan status badan hukum. 
f. Tinjauan umum Undang-ndang No. 8 Tahun 1999 Tenang perlindungan 
konsumen. 
UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen juga dapat diberlakukan pada 
bidang kesehatan. Berlakunya undang-undang ini diharapkan posisi konsumen 
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sejajar dengan dengan pelaku usaha, dengan demikian anggapan bahwa konsumen 
merupakan raja tidak berlaku lagi mengingat antara konsumen dan pelaku usaha 
tidak hanya mempunyai hak namun juga kewajiban. 
F.   TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
a. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat 
menyajikan data yang akurat, sehingga dapat memberi manfaat dan mampu 
menyelesaikan masalah yang sesuai atau berkaitan dengan judul. Berdasarkan hal 
tersebut maka penulis mempunyai tujuan : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perlunya 
perlindungan hukum terhadap pelayanan medis oleh dokter di kota 
Makassar. 
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang di tempuh untuk melindungi 
doker dalam pelayanan medis di kota Makassar. 
b. Kegunaan Penelitian 
1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia kelak. 
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang 
karya ilmiah, serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenis di masa yang 
akan datang, dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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3. Memberi jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam 
penelitian ini, yaitu mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan 
perlunya perlindungan hukum terhadap pelayanan medis oleh dokter di kota 
Makassar dan untuk mengetahui langkah-langkah apa yang di tempuh untuk 
melindungi doker dalam pelayanan medis di kota makassar selama ini. 
4. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas 
syariah dan hukum Uin Alauddin Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
Belanda yaitu strafbaar feit yang dimana unsur tindak pidana dapat dibedaka setidak-
tidaknya dari dua sudut pandang, yakni (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut 
pandang undang-undang.Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin dalam bunyi rumusanya.Sementara itu, sudut undang-undang adalah 
bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu 
dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1
 
1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.Berdasarkan 
kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pegertian ada pada perbuatan itu, tapi 
tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman diancam dengan pidana, Pegertian 
diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumya dijatuhi 
pidana. 
                                                          
1 
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana (Cet. VI;  Jakarta, 2011), h. 69. 
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Menurut rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni: 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
c. Diadakan tindak penghukuman 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat 
pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan 
penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat di ancam 
pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. 
2. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang 
Dalam rumusan buku II dan buku III KUHP ada unsur-unsur yang selalu 
disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun 
ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan 
hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Dari 
rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur 
tindak pidana, yaitu : 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana; 
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h. Unsur objek hukum tindak pidana; 
i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
j. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana; 
Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan 
hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362) terletak bahwa dalam 
mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). 
Atau pada 251 pada kalimat “tanpa izin pemerintah” adalah berupa melawan hukum 
objektif. Akan tetapi ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum 
dalam penipuan (Pasal 378), pemerasan (Pasal 368), pegancaman (Pasal 369) dimana 
disebutkan untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam 
penggelapan (Pasal 372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa 
memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaanya itu merupakan celaan 
masyarakat. 
Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif 
atau subjektif tergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan.
2
 
B. Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien 
Hubungan hukum antara dokter dengan pasien sebetulnya merupakan 
hubungan pelayanan kesehatan (medical service) atau istilah lain tindakan medik 
                                                          
2
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana (Cet. VI;  Jakarta, 2011), h. 82-84.
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antara Health Provider (pemberi layanan kesehatan) dangan Health Receiver 
(penerima layanan kesehatan). 
Perkembangan hubungan ini dapat dikelompokkan pada tahapan-tahapan sebagai 
berikut.
3
 
1. Hubungan Aktif – Pasif 
Pada tahapan ini pasien tidak memberikan konstribusi apapun bagi jasa 
pelayanan kesehatan yang akan diterimanya. Ia sepenuhnya menyerahkan kepada 
dokter kepercayaan untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Pasien sangat 
percaya dan memasrahkan dirinya pada keahlian dokter. Dokter bagi pasien 
merupakan orang yang paling tahu tentang kondisi kesehatannya. Pada tahapan 
hubungan yang seperti ini intraksi komunikasi yang dilakukan pasien tidak 
menyangkut pilihan-pilihan tindakan pelayan kesehatan, karena ia tidak mampu 
memberikannya. Ketidak mampuan tersebut dapat saja karena kondisinya yang 
tidak memungkinkan untuk memberikan pendapatnya, misalkan pasien dalam 
keadaan tidak sadarkan diri. 
2. Hubungan Kerjasama Terpimpin 
Tahap hubungan ini terjadi apabila pasien sakit tapi sadar dan mempunyai 
kemampuan untuk meminta pertolongan dokter serta bersedia untuk kerjasama 
dengan dokter. Pada tahap hubungan ini sudah tampak adanya partisipasi dari 
pasien tetapi dalam proses pelayanan kesehatan. Peran dokter masih lebih 
                                                          
3
Totok Suriaatmadja dan Faiz Mufdi, “Aspek Tanggung Jawab Perdata Dalam Hukum 
Kesehatan Terutama Dalam Malpraktek” (Makala Dalam Seminar Sehari Penegakan Hukum Terhadap 
Malpraktek, kerjasama IKAHI dan IDI cabang Sekayu, di Sekayu, 7 Mei 2006).
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dominan dalam menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dengan 
demikian kedudukan dokter sebagai orang yang dipercaya pasien masih 
signifikan. 
3. Hubungan Partisipasi Bersama 
Pada tahap hubungan ini pasien menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang 
sederajat dengan dokter, dan dengan demikian apabila ia berhubungan dengan 
dokter maka hubungan tersebut dibangun atas dasar perjanjian yang disepakati 
bersama. Kesepakatan tersebut diambil setelah dokter dan pasien melalui 
tahapan-tahapan komunikasi yang intensif  hingga dihasilkan suatu keputusan. 
Dengan demikian perkembangan pola hubungan antara dokter dengan pasien 
atau lazim disebut dengan transaksi terapeutik ini berkembang dari pasien hanya 
dianggap sebagai objek semata. Karena dokter dianggap paling tahu segala yang 
terbaik bagi pasien atau father know best maka hubungan transaksi terapeutik ini 
berpola hubungan vertical. Kemudian semakin lama hubungan antara dokter dengan 
pasien tersebut bergeser dalam hubungan yang lebih seimbang, karena dokter dan 
pasien memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. 
a. Hak dan Kewajiban Dokter 
Menurut Leenen sebagaimana dikuip oleh Danny Wiradharma
4
, kewajiban 
dokter atau dokter gigi dalam melaksakan pelayanan kesehatan. Kewajiban yang 
                                                          
4
Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, (Cet.I; Jakarta: Bina Rupa 
Aksara, 2002), h.74.
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timbul dari sifat perawatan medik dimana dokter harus bertindak sesuai dengan 
standar profesi medis atau menjalankan praktek kedokterannya secara lege atis. 
Kewajiban-kewajiban dimaksud dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: 
a. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang bersumber dari hak-hak 
asasi dalam bidang kesehatan. 
b. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi social pemeliharaan kesehatan. 
Disini misalnya dokter harus mempertimbangkan penulisan resep obat-obatan 
yang harganya terjangkau dengan khasiat yang kira-kira sama dengan obat 
yang harganya lebih mahal. 
Kewajiban dokter terhadap pasien dalam melaksanakan pelayanan kesehatan 
lebih kongkrit dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
praktek kedokteran, yang telah menentukan secara normative tentang serangkaian 
kewajiban dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakannya 
kepada pasien ; 
a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan sandar profesi dan standar 
prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. 
b. Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan 
yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau 
pengobatan. 
c. Merahasiakan segala sesuatu yang di ketahuinya bahkan juga setelah pasien 
itu meninggal dunia. 
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d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusian kecuali bila ia 
yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. 
e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangna ilmu kedokteran. 
Dari kode etik dokter diatas,  maka dapat dirumuskan secara pokok kewajiban-
kewajiban dokter sebagai berikut
5
 ; 
1. Bahwa dokter wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang ia miliki 
secara adekuat. Dokter dalam perjanjian tersebut tidak menjanjikan 
menghasilkan satu resultaat atau hasil tertentu, karena apa yang 
dilakukannya itu merupakan upaya atau usaha sejauh mungkin sesuai dengan 
ilmu yang dimilikinya. Karenanya bukan merupakan inspanningsverbintenis. 
Ini berarti wajib berusaha dengan berhati-hati dan kesungguhan (metzorg eh 
inspanning) menjalankan tugasnya. Perbedaan antara resultaat sverbintenis 
dengan inspanningsverbintenis ini yakni dalam hal terjadinya suatu 
kesalahan. 
2. Dokter wajib menjalankan tugasnya sendiri (dalam arti secara pribadi dan 
bukan dilakuakan oleh orang lain) sesuai dengan yang telah diperjanjikan, 
kecuali apabila pasien menyetujui perlu adanya seorang yang mewakilinya 
(karena dokter dalam lafal sumpahnya juga wajib memelihara kesehatannya 
sendiri). 
                                                          
5
Hermin Hadiati Kuswadji, Hukum Kesehatan ( Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam 
Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak ) (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakri, 1998), h.148-149.
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3. Dokter wajib memberi informasi kepada pasiennya mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan penyakit atau penderitaannya. Kewajiban dokter 
ini dalam hal perjanjian perawatan (behandelings contract) menyangkut dua 
hal-hal yang ada kaitannya dengan kewajian pasien. 
Selain daripada itu terdapat pula beberapa perbuatan atau tindakan yang 
dilarang dilakuakn oleh dokter, karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan 
kode etik dokter. Perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Melakukan suatu perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. 
b. Ikut serta dalam memberikan pertolongan kedokteran dalam segala bentuk, 
tanpa kebebasan profesi. 
c. Menerima uang lain selain dari imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, 
meskipun dengan sepengetahuan pasien atau keluarganya. 
Selain kewajiban dokter yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pelayanan 
kesehatan, maka dokter dilengkapi pula dengan serangkaian hak-hak dokter. Secara 
normative hak-hak tersebut telah tercantum dalam perundang-undangan yang dapat 
dituntut keberadaannya khususnya diatur pada Pasal 50 UUPK yang menyatakan 
sebagai berikut
6
: 
1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesui dengan 
profesi dan standar prosedur oprasional. 
                                                          
6
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Pasal 50. 
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2. Memberi pelayanan medis menurut standar profesi dan standar oprasional. 
3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, 
dan 
4. Menerima imbalan jasa. 
Dari hak-hak dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 50 diatas, nampak bahwa 
dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan medis yang telah 
dilakukannya, sepanjang apa yang telah dilakukan dokter sesuai dengan standar 
profesi dan standar prosedur oprasional. Dengan kata lain apabila dokter melakukan 
tindakan medis telah sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional 
tidak dapat dituntut secara hukum dipersidangan. 
b. Hak dan Kewajiban Pasien 
Kewajiban pasien dalam transaksi terapiutik diatur pula secara normatif dalam 
pasal 53 UUPK, yang menyebutkan sebagai berikut
7
: 
1. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. 
2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dari dokter atau dokter gigi. 
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan, dan 
memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 
Selain dalam perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 53 Undang-
Undang Praktek Kedokteran diatas, pasien juga berkewajiban secara moral dalam 
bidang kesehatan, yaitu menjaga kesehatannya dan menjalankan aturan-aturan 
                                                          
7
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Pasal 53. 
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perawatan sesui dengan nasehat dokter yang merawatnya. Beberapa kewajiban pasien 
yang harus dipenuhinya dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut
8
. 
1. Kewajiban memberikan informasi 
2. Kewajiban melaksanakan nasehat dokter atau tenaga kesehatan 
3. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya 
dengan dokter atau tenaga kesehatan. 
4. Kewajiban memberikan imbalan jasa 
5. Kewajiban memberikan ganti rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau 
tenaga kesehatan. 
Sementara itu hak yang diberikan perundang-undangan kepada pasien diatur 
dalam Pasal 52 UUPK yang menyebutkan sebagai berikut
9
 : 
1. Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan 
dilakukan. 
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. 
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. 
4. Menolak tindakan medis, dan 
5. Mendapatkan isi rekam medis. 
                                                          
8
Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter (Cet. I; Jakarta: 
Rineka Cipta, 2005), h. 34.
 
9
UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Pasal 52 
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Selain diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran maka hak pasien ini 
dicantumkan pula pada KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), yang 
menyebutkan sebagai berikut : 
1. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara wajar. 
2. Hak memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan 
standar profesi kedokteran. 
3. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter 
yang mengobatinya. 
4. Hak untuk menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan 
dapat menarik diri dari kontrak terapeutik. 
5. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan 
diikutinya serta menolak atau mnerima keikutsertaanya dalam riset 
kedokteran tersebut. 
6. Hak untuk dirujuk kepada dokter spesialis bila perlu, dan dikembalikan 
kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan 
untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut. 
7. Hak atas kerahasiaan atau rekam medic yang bersifat pribadi. 
8. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit. 
9. Hak untuk berhubungan dengan keluarga, penasehat atau rohaniawan dan 
lain-lainnya yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit. 
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10. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, 
pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rontgen, ultrasonografi (USG), CT-
Scan, magnetic Imaging (MRI) dan sebagainya, (kalau dilakuakan) biaya 
kamar bedah, kamar bersalin, imbalan jasa dokter dan lain-lain. 
c. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien dalam Islam 
Dari satu sisi hukum-hukum Ilahi terbagi menjadi dua bagian. Pertama hukum-
hukum imdhai (yang disetujui) Kedua hukum-hukum ta’sisi (yang dibuat). Hukum-
hukum imdhai adalah hukum-hukum yang memiliki latar belakang sebelum islam, 
namun islam menyetujui hukum-hukum tersebut dengan beberapa perbaikan, seperti 
kebanyakan jenis transaksi yag terdapat dalam hukum islam. 
Adapun hukum-hukum ta’sisi adalah hukum yang tidak memiliki latar belakang 
melainkan hasil dari kreatifitas islam seperti kebanyakan ibadah. Hak dan kewajiban 
timbal balik di antara manusia tidak hanya terkhusus bagi agama islam, melaikan juga 
terdapat pada seluruh agama Ilahi, bahkan pada agama-agama non Ilahi. 
Mengingat bahwa manusia adalah makhluk yang hidup secara berkelompok dan 
sosial (madani bitthaba’), karena itu untuk menjaga sistem sosial dalam masyarakat 
maka peraturan-peraturan harus dibuat. Sehubungan dengan hak-hak timbal balik 
antara dokter dan pasien harus dikatakan, masing-masng dokter dan pasien memiliki 
hak dan kewajiban satu sama lain yang harus dipenuhi misalnya: 
1. Pasien harus mempercayai dokter dan dokter juga harus menjaga amanah 
yang diberikan pasien kepadanya, artinya apabila pasien memiliki penyakit 
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atau aib yang tersembunyi dan termasuk rahasia bagi pasien maka dokter tidak 
boleh menyampaikan penyakit tersebut kepada orang lain. 
2. Apabila pasien adalah non-mahram, maka dokter harus menjaga batasan-
batasan syariat dalam memandang menyentuh dan lain sebagainya. 
3. Dokter harus berupaya keras untuk mendiagnosa dan memahami dengan baik 
penyakit yang diderita oleh pasien bukan bersandar pada dugaan-dugaan dan 
asumsi-asumsi semata. 
4. Dokter harus memformulasikan obat-obat sebatas yang diperlukan oleh 
pasien..
10
 
5. Dokter tidak boleh memandang ekerjaan dari sudut pandang materil dan 
financial, melainkan memperlakukan pasien dari sudut pandang risalah 
kemanusian. Pasien juga sebagai balasannya harus memperhatikan fee yang 
haru diserahkan kepada dokter. 
6. Pasien harus mendengarkan anjuran-anjuran dokter dan menjalangkan seluruh 
anjuran tersebut untuk memperoleh kesembuhan. 
C. Bentuk Penegakan Hukum Dalam Kasus Malpraktek 
Tanggung jawab hukum dapat dibedakan dalam tanggung jawab hukum 
administrasi, tanggung jawab hukum perdata dan tanggung jawab hukum pidana. 
Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut yang dilakukan oleh profesi 
                                                          
10 
Muhammad Baqir Majlis, Bihar al-Anwar, jil.75, h. 235. Muassah al-Wafa, Beirut, 1404 
H. Diriwayatkan dari Ali As yang bersabda, “ Tiga hal yang diperlukan warga disetiap tempat dalam 
urusan duniawi dan ukhrawi yang apabila mereka meninggalkannya mereka adalah orang-orang bodoh 
dan dungu. Tiga hal tersebut adalah fakih dan cendikia yang warna, pemimpin yang ditaati oleh rakyat 
dan dokter yang dipercaya. 
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dokter ini dapat dilakukan tindakan atau dengan kata lain dilakukan penegakan 
hukum. 
Inti penegakan hukum adalah, keserasian hubungan hukum antara nilai-nilai 
yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan prilaku 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum 
bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun 
kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian
11
 
Satjipto Rahardjo
12
 menjelaskan, bahwa hakekat dari penegakan hukum 
adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum 
menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan 
pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, 
kepastian hukum dan kemamfaatan social yang dirumuskan dalam peraturan hukum 
itu. 
Makna penegakan hukum dalam penangan kasus medical malpraktek 
dimaksudkan, upaya mendayagunakan atau memfungsikan instrumen atau perangkat 
hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana terhadap 
kasus-kasus malpraktek dalam rangka melindungi masyrakat umum (Khusunya 
                                                          
11
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. I; Jakarta: 
Rajawali,1986), h. 3.
 
12
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, (Cet. II; 
Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 15.
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pasien) dari tindakan kesengjaan ataupun kelalaian dokter atau dokter gigi dalam 
melakukan tindakan medik. 
Penanganan terhadap masalah yang diduga melpraktek, Mahkamah Agung 
melalui surat edarannya (SEMA) tahun1982 telah memberikan arahan kepada para 
hakim, bahwa penanganan terhadap kasus dokter atau tenaga kesehatan lainya yang 
diduga melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melakukan tindakan atau 
pelayanan medis, agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi 
dimintakan dulu pendapat dari Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran (MKEK). 
a. Penegakan Hukum Administrasi 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang mengatur seputar 
praktek profesi kedokteran dan kedokteran gigi secara subtansi merupakan undang-
undang yang besifat hukum administrasi dengan sanksi administrasinya 
(bestuurstafrecht), walaupun terdapat pula sanksi pidananya. Penagakan hukum 
administrasi ini dilakukan karena adanya pelanggaran administrasi dari profesi 
kedokteran atau kedokteran gigi, juga terhadap pelanggaran etik kedokteran. 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menerima 
pengaduan dan berwenang memeriksa dan memutuskan ada tidaknya kesalahan yang 
dilakukan dokter karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan 
menerapkan sanksi. Apabila ternyata didapati pelanggaran etika kedokteran, maka 
33 
 
MKDKI memneruskan pengaduan pada organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI), maka IDI-lah yang akan melakukan penindakan pada dokter tersebut. 
Keanggotaan MKDKI terdiri dari 3 orang dokter, 3 orang dokter gigi dari 
profesi masing-masing, seorang dokter atau dokter gigi mewakili asosiasi rumah 
sakit, dan 3 orang sarjana hukum. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan ditangani 
oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai sebuah 
lembaga independen dari dan bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran 
Indonesia. MKDKI ini berwenang memberikan sanksi disiplin berupa, peringatan 
tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek dan atau 
kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan lagi di institusi pendidikan 
kedokteran.  
Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi diajukan kepada Konsil 
Kedokteran Indonesia. Sedangkan rekomendasi pencabutan surat izin praktek 
kedokteran diajuakn kepada pejabat yang bewenag di kabupaten/kota. Dengan 
demikian sanksi administrasi ini dapat berupa peringatan tertulis, diwajibkan 
mengikuti pendidikan/pelatiahan lanjutan, pencabutan surat registrasi, pencabutan 
surat izin praktek, penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan pangkat dan 
sebagainya. 
Sanksi administrasi tersebut berkaitan dengan pelanggaran etik 
kedokteran.Walau demikian kalaulah telah diberikan sanksi administasi oleh 
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organisasi profesi dan pejabat yang berwenag, tidak menutup kemungkinan adanya 
tuntutan perdata atau gugatan pidana dari pasien atau keluarga pasien. 
b. Penegakan Dalam Hukum Perdata 
Gugatan atau tuntutan perdata dapat diajukan selain kepada dokter atau dokter 
gigi, juga dapat diajukan kepada badan hukum atau pusat pelayanan kesehatan atau 
rumah sakit dimana dokter atau dokter gigi tersebut bekerja.Demikian juga bila 
dokter atau doker gigi bekerja secara team, maka seluruh dokter tersebut dapat pula 
digugat atau dituntut secara bersama tergantung seberapa besar tanggung jawab 
masing-masing.Termasuk juga turut bertanggung jawab atas tindakan tenaga medis 
yang berada dibawah perintahnya
.13 
Macam-macam tuntutan atau gugatan perdata yang dapat diajukan kepada 
dokter atau dokter gigi yang diduga melakukan medical malpraktek tersebut, berupa 
tuntutan atau gugatan wanprestasi yang didasarkan pada contractual liability dan/atau 
perbuatan melawan hukum onrechtmatigedaad.Maksudnya dapat diajukan gugatan 
atau tuntutan semata-mata didasarkan pada wanprestasi, atau didasarkan pada 
perbuatan melawan hukum (secara alternatif)  dan dapat pula diajukan sekaligus yaitu 
secara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (secara kumulatif). 
Dasar utama tuntutan atau gugatan baik yang didasarkan pada Wanprestasi 
maupun pada perbuatan melawan hukum adalah ketidak cermatan dari dokter atau 
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Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang di 
Duga Melakukan Medikal Malpraktek (Cet. I; Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2009),h. 298-299.
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kekurang cermatan  (minderzorgvulding). Hal ini terkait dengan standar profesi dari 
seorang dokter. 
1. Tuntutan atau Gugatan Berdasarkan Wanprestasi 
Tuntutan atau gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya ingkar janji atau 
tidak dipenuhinya isi perikatan. Dalam hal prikatan atau perjanjian terapiutik antara 
dokter atau dokter gigi dengan pasien, maka prestasi yang harus dipenuhi oleh dokter 
adalah kesungguhan, kecermtan, kehati-hatian dengan didasarkan pada keilmuan 
kedokterannya dan keterampila serta pengalamannya sebagai dokter dalam mlakukan 
tindakan medis. Dengan telah terpenuhinya standar profesi, standar pelayanan medis 
serta standar oprasional prosedur oleh dokter atau dokte gigi ini,  maka dokter 
terbebas dari tuntutan hukum. 
Untuk kasus-kasus yang telah jelas dan kasat mata kesalahan doketer dan 
teamnya, maka tidak diperlukan pembuktian yang terlalu sulit, seperti tertinggalnya 
gunting atau kasa atau benda apa saja dalam tubuh pasien setelah dillakuakan 
tindakan oprasi, jelas hal semacam ini merupakan kelalaian dokter dan teamnya 
dalam melakukan pelayanan kesehatan. 
Adapun tuntutan yang dapat diminta dalam gugatan wanprestasi oleh penggugat 
adalah: 
a. Pemenuhan prestasi 
b. Pemenuhan prestasi dengan ganti rugi 
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c. Ganti rugi 
d. Pembatalan persetujuan timbal balik 
e. Pembatalan dengan ganti rugi 
Penggugat atau pasien dapat memilih salah satu dari tuntutan yang ditentukan 
tersebut.Biasanya pasien yang telah gagal di tangani seorang dokter sudah tidak 
mempunyai rasa kepercayaan pada dokter tersebut. Oleh karena itu tuntutan pada 
huruf a dan b tentunya tidak akan dilakuakn. Sedangkan tuntutan pada huruf d dan e 
dapat terjadi apabila tindakan medis belum dilaksanakan.Oleh karena itu yang lazim 
dituntut oleh penggugat dalam malpraktek medis ini adalh tuntutan ganti kerugian 
sebagaimana pada huruf c.
14
 
Berapa besar tuntutan ganti kerugian yang dibolehkan tergantung pada 
seberapa besar kerugian yang telah diderita oleh pasien dan keluarganya, apabila 
gugatan diajukan pada team dokter, maka tuntutan ganti rugi tersebut dapat 
dibebankan secara tanggung renteng. 
2. Tuntutan atau Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum 
Untuk gugatan perbuaan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 BW 
yaitu : “ Tiap perbuatan  melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang 
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 
kerugian tersebut”. 
                                                          
14
 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang di 
Duga Melakukan Medikal Malpraktek (Cet. I; Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2009), hal. 300.
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Pasal 1365 BW tersebut biasa dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat 1 BW, yaitu : 
“Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang 
hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya 
pemulihan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat 
tersebut”. Pasal 1370 BW memberi dasar hukum berupa hak bagi suami, atau istri 
maupun ahli warisnya untuk melakukan tuntutan hukum atau gugatan ganti kerugian 
atas meninggalnya pasien. 
Syarat-syarat untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, 
malpratek medis adalah
15
: 
1. Harus jelas merupakan perbuatan melawan hukum , yaitu apabila tindakan medis 
yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban si pelaku, atau melanggar kaidah 
tata susila, atau melanggar asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati. Syarat 
ini merupakan syarat  alternatif artinya cukup satu saja sudah dianggap perbuatan 
melawan hukum. 
2. Harus ada kesalahan, dalam kaitannya dengan malpraktek medis ini yang relevan 
dengan profesi kedokteran adalah aturan subjktif. Karena dokter sebagai profesi 
dan memiliki keahlian dapat menduga akan adanya akibat dari tindakan 
medisnya, maka doktrin volenti non fit iniura atau assumption of risk yaitu 
apabila resiko dan tindakan medis telah disampaikan kepada pasien atau 
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Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang di 
Duga Melakukan Medikal Malpraktek (Cet. I; Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2009), h. 301-302.
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keluarganya, maka apabila hal tersebut terjadi maka dokter terbebas dari tuntutan 
hukum. Namun apabila dokter tidak atau kurang mengetahui resiko yang akan 
terjadi dari tindakan medisnya, maka dokter semacam ini dapat dituntut dengan 
perbuatan melawan hukum. 
3. Harus adanya kerugian yang timbul dari tindakan medis dokter, kerugian tersebut 
dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian inmaterial, kerugian materil 
ialah kerugian yang diderita secara ril atau nyata seperti  gagalnya tindakan 
medis dan pasien rugi karena telah mengeluarkan biaya-biaya atas tindakan 
medis tersebut. Sedangkan kerugian inmaterial adalah kerugian secara tidak 
langsung seperti kehilangan tangan yang berakibat tidak dapat mencari nafkah. 
4. Harus adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. 
Artinya kerugian yang diderita oleh pasien harus benar-benar akibat langsung 
dari tindakan medis dokter. 
c. Penegakan dalam hukum pidana 
Dalam perkembangan perundang-undangan di Indonesia, istilah yang sering 
digunakan adalah tindak pidana. 
CST Kansil
16
 merumuskan tindaka pidana adalah sebagai berikut : 
1. Perbuatan manuasia (hendeling) 
Perbuatan manusia yang dimaksud bukan hanya “melakukan” (een doen) akan 
tetapi termasuk juga “tidak melakukan” (nietdoen). 
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 CST Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana (Cet. I; Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004), h.37. 
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2. Perbuatan manusia tersebut haruslah melawan hukum (wederrechtelijk). 
3. Perbuatan tersebut diancama pidana (strafbaargesteld)  oleh undang-undang. 
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab 
(toerekeningsvatbaar). 
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) si pelaku. Kesalahan 
dapat berupa kesengajaan (dolus) ataupun ketidak sengajaan/kelalaian (culpa). 
Perbuatan pidana tersebut adalah pebuatan subjek hukum baik manusia yang 
termasuk kedalam lingkungan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela
17
. Dari 
batasan tersebut maka dapat diketahui 3 unsur perbuatan pidana, yaitu : 
1. Perbuatan manusia yang termasuk ruang lingkup delik. 
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. 
3. Perbuatan tersebut dapat dicela. 
Unsur pertama berkaitan dengan asas legalitas, kemudian unsur kedua 
perbuatan yang bersifat melawan hukum, berikatan dengan sifat melawan hukum 
yang objektif yang tampak dari perbuatan nyata melawan hukum atau sifat melawan 
hukumnya perbuatan, dan yang lain adalah sifat melawan hukum yang subjektif 
(berkaitan dengan sanubari). Sedangkan pemahaman perbuatan tersebut dapat dicela, 
maka dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut terlarang secara perundang-undangan 
(hukum tertulis) dan juga tercela dalam pandangan masyarakat (hukum tak tertulis, 
termasuk rasa kepatutan dan kesusilaan). 
                                                          
17
 J.E Sahetapy, Hukum Pidana (Cet III; Yogyakarta, 1995), h. 27.
 
40 
 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita saat ini hanya orang 
perseorangan (natural person) yang dapat melakukan perbuatan pidana atau tindak 
pidana, seperti digunakannya istilah barang siapa, siapapun.Namun demikian dalam 
perkembangan perundang-undangan Indonesia, legislator atau pembentuk undang-
undang telah meberlakukan korporasi atau badan hukum sebagai pelaku perbuatan 
pidana atau tindak pidana dalam beberapa undang-undang khusus. 
Dalam sistem hukum Indonesia dikenal berlakunya suatu asas, yaitu asas 
legalitas “tiada pidana tampa kesalahan” asas tersebut mengandung arti, bahwa suatau 
perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, hanyalah apabila suatu ketentuan 
pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu 
perbuatan pidana. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang bunina adalah 
sebagai beriku : 
“ tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam 
perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”. 
Dengan demikian yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana 
adalah prilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perbuatan itu 
dilakukan, baik perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak 
melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. 
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Parameter untuk melihat adanya dugaan pelanggaran hukum (pidana) apabila telah 
memenuhi parameter sebagai voorportal atau gerbang terdepan yang ketat dan 
limitative sifatnya. Para meter tersebut adalah sebagai brikut
18
 : 
1. Adanya zorgvuldigheid (kecermatan), artinya seorang dokter memiliki 
kemampuan yang normal, suatu zorgvuldigheid yang biasa, dengan hubungan 
yang wajar dalam tujuan merawat pasien. 
2. Adanya diagnosis dan terapi, artinya perbuatan-perbuatan ini dilakukan oleh 
dokter yang sangat tergantung dari pengetahuan yang ia miliki, kemampuan yang 
wajar dan pengalaman yang ada. Apabila diagnosis banyak dipengaharui oleh 
posisi, perkembangan dan keadaan dari ilmu kedokteran itu sendiri, maka terapi 
dapat di pengaharui oleh posisi perkembangan dan dai ilmu kedokteran itu 
sendiri, maka terapi dapat dipengaharui oleh beberapa faktor seperti keadaan 
psikhis, psikologis, dan kompilsi yang timbul tanpa dapat diperhintungkan 
terlebih dahulu. 
3. Standar profesi, berupa : 
a. Kemampuan yang average (rata-rata) 
b. Category and Condition equel( kategori dan keadaan yang sama ). 
c. Adanya pemenuhan asas proporsionalitas dan subsidaritas dalam tujuan 
melakukan tindakan kedokteran/medis. 
                                                          
18
 Indriyanto Seno Adji, “Malpraktek Medik, Setandar Profesi & Pertanggung jawaban 
Pidana” (Makalah yang disajikan pada perkuliahan hukum kesehatan di Universitas Hasanuddin, 
Makassar,  18 Juni 2005). 
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Untuk dapat dipidananya seseorang dokter karena dianggap melakukan pebuatan 
medical malpraktek, maka sangat tergantung pada dua hal, yaitu sebagai berikut : 
a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata 
lain harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif. 
b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau 
kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum dapat dipertanggung  
jawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif
19
. 
Berkaitan dengan unsur melawan hukum tersebut, Moeljatno
20
 berpendapat melawan 
hukum berarti melawan hukum baik yang objektif yang tampak dari perbuatan yang 
nyata melanggar hukum, dan melawan hukum yang subjektif yang tidak tapak secara 
nyata karena melekat pada sanubari/terdakwa. 
Sedangkan Sudharto
21
 memberikan arti tentang melawan hukum, berarti : 
a. Bertentangan dengan hukum 
b. Bertentangan dengan hak ( subjectif recht ) orang lain. 
c. Tampa kewenangan atau tampa hak, hal ini tidak harus bertentangan dengan 
hukum. 
                                                          
19
Wirjono Prodjodikoro, Memahami Dasar-Dasr Hukum Pidana Indonesi (Cet. I; Jakarta:  
Pradnya Paramitha, 1997), h.31.
 
20
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Cet. II; Jakarta: Bina Aksara,1987), h.61-62. 
21
Sudhato, Hukum Pidana Jilid I A-B, Diklat, UNDIP, di akses tanggal 27 Juni 2014. 
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Dalam pembuktian apakah seseorang dapat dijatuhi pidana, pertama harus 
dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dituduhkan tesebut telah 
memenuhi umusan delik.Apabila telah tepenuhi baru menuju pada tahap berikutnya 
yaitu melihat pada apakah ada kesalahan dan apakah pembuat mampu bertanggung 
jawab. 
Hal yang diutarakan oleh EY Kanter
22
 bahwa dasar dari pertanggung jawaban 
adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya ( kesalahan itu) 
dengan kelakuannya yg dapat dipidana, dan berdasarkan kejiawaanya itu pelaku dapat 
dicela karena kelakuannya itu. Kesalahan terbagi atas dua bentuk, yaitu : 
a. Kesengajaan (dolus/opzet) 
b. Kelalaian/kealpaan (culpa) 
dengan demikian sanksi pidana yang dapat di berikan dalam hal ini dapat berupa 
hukuman penjara terhadap dokter yang terlah dinyatakan bersalah baik kesalahan 
dengan kesengajaan ataupun dengan kelalaian. 
D. Dasar Pemidanaan Terhadap Dokter 
Dalam kasus medikal malpraktek, khususnya yg dilakukan oleh dokter, maka 
terhadap para dokter tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan beberapa 
peraturan-peraturan yang berlaku (Hukum Positif), baik pada Undang-Undang yang 
                                                          
22
EY. Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerepannya 
(Cet. I; Jakarta: Storia Grafika, 2002), h.162.
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bersifat umum (lex generalis) yaitu KUHP seperti yang terdapat pada beberapa pasal 
di antaranya : 
a. Pasal 267 KUHP, tentang surat keterangan palsu 
b. Pasal 294 ayat (2) KUHP, tentang kesusilaan. 
c. Pasal 304, KUH membiarkan seorang yang seharusnya ditolong 
d. Pasal 332 KUHP, tentang pelanggaran rahasia oleh dokter. 
e. Pasal 299, 346, 347,348 dan 349 KUHP, tentang melakukan pebuatan abortus 
atau membantu melakukan abortus. 
f. Pasal 334m 345 KUHP, tentang euthanasia. 
g. Pasal 359, 360 ayat (1,2) dan Pasal 361 KUHP, akibat kelalaian 
mengakibatkan orang lain mati, atau luka. 
Juga yang terdapat pada perundang-undangan yang bersifat khusus (lex 
spesialis) seperti dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,  
Pasal-pasal yang mengandung sanksi pidana dalam undang-undang tersebut terdapat 
pada pasal 80-86. 
a. Pasal 80 ayat (1) 
Barangsiapa melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). 
b. Pasal 81 ayat (1) 
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Memberikan ancaman terhadap dokter yang tampa memiliki keahlian dan 
kewenangan yang melakukan pebuatan transpalansi organ, memasang implant alat 
kesehatan dan melakukan bedah pelastik dan rekonstruksi. Ancaman pidananya 
adalah 7 tahun dan atau denda paling banyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh 
juta rupiah). 
c. Pasal 82 
Tidak memberikan larangan bagi dokter yang tidak berwenang melakukan 
tindakan medik, maka diancam pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling 
banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. 
Pasal-pasal yang berisi sanksi pidana terdapat pada pasal 75 sampai 80 namun pasal 
yang khusus berkaitan langsung dengan profesi medis seperti misalnya ketentuan 
Pasal 79 huruf c memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima pulu juta rupiah) bagi setiap dokter 
yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 
51 huruf a, b, c,  dan d atau e. 
ketentuan pasal 51 tersebut merupakan ketentuan terhadap kewajiban-
kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dokter dalam melaksakan praktek 
kedokteran, manakala kewajiban ini tidak ditaati maka berakibat saksi pidana 
sebagaimana yang diatur dalam saksi pasal 79. 
Kewajiban pada pasal 51 huruf (a), dokter untuk memberikan pelayanan 
kesehatan harus sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta 
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kebutuhan medis pasien.Yang tertuang dalam huruf (b) adalah merujuk pasien ke 
dokter yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak 
mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.Selanjutnya kewajiban pada 
huruf (c) adalah, merahasiakan segala sesuatu yang diktahuinya tentang pasien, 
bahkan juga setelah pasien meninggal dunia. Kewajiban pada huruf (e) adalah, 
melakukan pertolongan darurat atas dasar prikemanusian, kecuali bila ia yakin ada 
orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Kewajiban lainnya seperti yang 
tercantum dalam huruf (e) adalah menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti 
perkembangan ilmu kedokteran. 
 
E. Proses Litigasi dan Non Litigasi 
1. Proses Litigasi 
Proses litigasi adalah peroses penyelasaian sengketahukum yang di 
laksanakan melalui media pengadilan untuk dapat memutuskan siapa yang benar dan 
yang salah, dimana setiap pihak yang bersengkta mendapatkan kesempatan untuk 
mengajukan gugatan dan bantahan.  Dibawah ini ada beberapa pembagian yang dapat 
ditempuh terkait dengan proses litigasi. 
a. Melalui jalur pradilan perdata 
dasar hukum melalui jalur peradilan perdata ini dapat kita uraikan sebagai 
berikut
23
: 
                                                          
23
Sri Siswati, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang (Cet. I; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 155-156.
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1) Pasal 32 huruf Q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah 
sakit, menyatakan setiap pasien mempunyai hak menggugat dan/atau 
menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan 
yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana. 
2) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek 
Kedokteran. 
a) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas 
tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalangkan praktik 
kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. 
b) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat identitas pengadu, 
nama, dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu 
tindakan dilakuakn serta alasan pengaduan. 
c) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (2) tidak 
menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan 
tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat 
kerugian perdata ke pengadilan. 
b. Melalui Jalur Pengadilan Tata Usaha Negara 
Proses melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada prinsipnya 
sama dengan jalur pengadilan perdata, tetapi ada tambahan pada pengadilan Tata 
Usaha Negara dikenal dengan “Proses Dismisal” .sengketa kedua pihak akan dinilai 
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oleh hakim pada proses ini apakah sengketa ini layak diteruskan ke PTUN  atau tidak. 
Dalam PTUN hakim lebih aktif untuk mengali kasus
24
. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan 
kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pradilan Tata Usaha 
Negara.sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN 
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik dipusat 
maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa 
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dari hasil proses sengketa TUN dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara 
(KTUN), yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat 
TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 
c. Melalui Jalur Pradilan Pidana 
ketentuan hukum jalur pradilan pidana terdapat dalam berbagai undang-
undang, baik Kitab undang-undang Hukum Pidana, maupun pada undang-undang 
khusus di bidang kesehatan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, 
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dan berbagai undang-
undang bidang kesehatan lainnya yang berlaku khusus. 
                                                          
24
Sri Siswati, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang (Cet. I; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 172-173. 
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Jika ada laporan atau pengaduan tentang adanya suatu tindak pidana yang 
dilakuakn oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan, maka dokter atau tenaga 
kesehatan tersebut dapat melewati tahap-tahap dalam penyelesaian kasus pidana. 
Sebelumnya silakukan proses penyelidikan, yang dimulai dengan klarifikasi dugaan 
tindakan pidana, pemanggilan pihak-pihak untuk didengar keterangannya dan 
perbuatan berita acara klarifikasi. Selanjutnya dengan adanya keterangan ini dapat 
dipanggil saksi-saksi apakah dugaan tindakan ini benar adanya. Apabila dari hasil 
penyelidikan dapat disimpulkan memang ada dugaan tindak pidana, maka berlanjut 
pada proses Penyidikan (di kepolisian), Penuntutan (di kejaksaan), serta Persidangan 
(di pengadilan). 
2. Proses Non Litigasi (Di Luar Pengadilan) 
Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, 
tujuannya adalah  memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka 
mengantisipasi dan mengurangi adanyasengketa, pertentangan dan perbedaan, serta 
mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. 
a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
Bandan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah lembaga khusus yang 
dibentuk berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen.BPSK dibentuk di daerah tingkat II untuk penyelasaian 
sengketa di luar pengadilan
25.
 
                                                          
25
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Pasal 31). 
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UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen juga dapat diberlakukan pada 
bidang kesehatan.Berlakunya undang-undang ini diharapkan posisi konsumen sejajar 
dengan dengan pelaku usaha, dengan demikian anggapan bahwa konsumen 
merupakan raja tidak berlaku lagi mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak 
hanya mempunyai hak namun juga kewajiban. Hak konsumen kesehatan berdasarkan 
UU Nomor 8 Tahun 1989 ini adah: 
 Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. 
 Memproleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. 
 Didengar pendapat dan keluhannya. 
 Mendapat advokasi, pendididkan, dan perlindungan konsumen. 
 Dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
 Memperoleh konpensasi, ganti rugi dan /atau penggantian. 
BPSK mempunyai serangkaian tugas, namun tugas pokok BPSK adalah 
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, anggota 
BPSK sendiri terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, 
masing-masing unsur berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-
banyaknya 5(lima) orang. 
Proses Penaganan Kasus 
a. Konsumen mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke sekretariat 
BPSK dengan disertai bukti-bukti. Permohonan diteruskan kepada ketua 
BPSK dan dibahas dalam rapat anggota BPSK. 
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b. Apabila permohonan ditolak, BPSK menyampaikan penolakan karena tidak 
memenuhi ketentuan atau bukan kewenangan BPSK. Apabila permohonan 
diterima, dibuat surat panggilan untuk para pihak. 
c. Ketua/anggota/sekertaris BPSK mengadakan prasidang untuk menjelaskan 
adanya pilihan penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, arbitrase, negosisasi, dan 
konsiliasi. Apabila yang dipilih adalah mediasi atau konsiliasi, ketua akan 
membentuk majelis dan menetapkan hari pertama sidang. Apabila yang 
dipilih adalah arbitrase, para pihak memilih  masing-masing arbitrer dari 
unsur pelaku usaha dan konsumen. Dua arbiter terpilih memilih arbitrer ke-3 
dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis dan ditentukan waktu sidang 
pertama. 
d. BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari 
kerja setelah gugatan diterima.  
b. Jalur Mediasi 
Dalam undang-undang kesehatanyang baru No 36 Tahun 2009, penyelesaian 
kasus dalam pelayanan kesehatan harus melalui mediasi dan ini merupakan dasar 
hukum yang baru yang lebih tinggi
26
. 
Mediasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan 
kesepakan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat 
keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang untuk terlaksananya 
                                                          
26
Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
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dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran  dan tukar pendapat untuk 
tujuan tercapainya mufakat
27
. 
Mediasi merupakan salah satu metode yang berkembang dengan cepat dalam 
menyelsaiakan masalah,  lebih efektif, kurang kerugian dalam menyelesaikan 
perselisiahan. Dalam asas hukum selalu ada “ praduga idak bersalah” sampai yang 
bersangkutan benar-benar terbukti bersalah dan keputusan bersifat tetap (ikrah). 
Penyelesaian kasus pelayanan kesehatan secara hukum (litigasi) sering kali 
berdampak buruk terhadap tenaga kesehatan, karena di samping masa depan tenaga 
kesehatan tersebut sudah langsung terlanjur jelek, padahal ia belum tentu bersalah. 
Kedepan tentu dia akan kehilangan pasien, malu baik diri dan keluarga serta beban 
moral yang berkepanjangan. Saat ini sudah banyak kita temui kantor-kantor mediator 
yang dipajang untuk bisa di mamfaatkan masyarakat yang membutuhkannya. 
Adanya amanah dalam undang-undang kesehatan 36 tahun 2009 tentang 
kesehatan , apabila adanya dugaan kelalaian harus diselasaikan melalui jalur mediasi 
sangat merupakan suatu perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang berpraktik. 
Lengkapnya dijelaskan mengenai bagaimana mediasi sangat merupakan suatau 
perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang berpraktik. 
a. Tahap Mediasi 
a. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak 
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Sri Siswati, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang (Cet. I; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 152-155. 
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b. Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaiakan masalah 
melalui mediasi. 
c. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator 
d. Menjelaskan prosedur mediasi 
e. Menjelaskan pengertian khusus. 
f. Menjelaskan parameter kerahasian. 
g. Menjelaskan jadwal dan lama proses mediasi. 
h. Menjelaskan aturan prilaku dalam proses perundingan. 
i. Menginditifikasi topik-topik umum permasalahan yang akan di bahas dan 
menentukan urutan sub topik yang akan dibahas dalam proses perundingan 
serta menyusun agenda prundingan. 
j. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi yang dapat dilakukan dengan dua 
cara yaitu secara langsung dengan mengumumkan pertanyaan langsung 
kepada para pihak, ataucaratidak langsung dengan mendengar atau 
merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan para pihak. 
k. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, dimana mediator mendorong 
para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional, tetapi 
harus bersikap terbuka dan mencari alternative penyelesaian pemecahan 
masalah secara bersama. 
l. Menganilisis pilihan penyelessaian sengketa, diman mediator membantu para 
pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu 
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penyelesaian masalah. Mediator juga mengingatkan para pihak agar bersikap 
realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. 
m. Proses tawar menawar akhir, dimana pada tahap ini para pihak telah melihat 
titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsensi satu sama 
lainnya. Mediator juga membantu para pihak agar mengembangkan tawaran 
yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidaknya tercapainya 
penyelesaian masalah. 
n. Mencapai kesepakatan formal, para pihak menyusun kesepakatan dan 
prosedur atau pelaksanaan kesepakatan yang mengacu kepada langkah-
langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi 
kesepakatan dan mengakhiri sengketa. 
 b. Proses Penaganan Kasus 
Pasien yang mengadukan adanya kasus kelalaian medic memproleh 
penjelasan mengenai berbagai cara penaganan kasusnya dan dipersilahkan memilih 
mekanisme mana yang paling sesuai dengan kasusnya. Apabila ia memilih jalur 
mediasi, maka seorang mediator akan segera melakukan langkah-langkah persiapan 
mediasi. Petugas mediasi akan menjembatani pihak pasien dan pihak dokter melalui 
mediasi diharapkan mendapakan dua keuntungan sekaligus yaitu: sengketa antara 
pasien dengan dokter`atau rumah sakit dapat diselesaikan, dan dokter atau rumah 
sakit akan mendapatkanderrence effect (efek penjerahan) bila memang melakukan 
pelanggaran disiplin. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam penelitan ini penulis berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, 
kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian 
kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian 
berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan 
peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan 
khusus terhadap peristiwa tersebut. 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Data yang digunakan dalam skripsi ini merupakan data kualitatif yang 
diperoleh dengan menggunakan jenis penelitian sebagai berikut: 
1. jenispenelitian 
a. penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan 
dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara 
kepada ikatan dokter Indonesia (IDI),  Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi-selatan 
dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
b. Penelitian kepustakaan (library research), penulis mengkaji buku-buku terkait 
hokum kesehatan, situs-situs internet,terhadap UU. No.29 Tahun 2004 Tentang 
Praktik Kedokteran , terhadap UU, No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
jugayang terdapat dalam UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
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Konsumen serta hal lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi 
ini. 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan 
skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Kantor Ikatan Dokter Indonesia(IDI), 
Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sul-sel dan Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian yuridis 
normative. Langkah pertama yang dilakukan penelitian yuridis normative yang 
didasarkan pada bahan hokum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang 
berkaitan dengan pemakaian instrument Undang-undang tentang kesehatan, undang-
undang peraktek kedokteran dan dan undang-undang perlindungan konsumen, serta 
beberapa peraturan daerah setempat Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan 
yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta hukum 
yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum. 
 
C. Sumber data 
 Dalam menyusun skripsi ini, Data yang diperoleh dalam penelitian dapat 
dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu : 
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1. Bahan hukum primer adalah Sumber data primer diperoleh dari 
berbagaimacam peraturan perundang-undangan seperti : Undang-Undang No. 36 
tahun 2009 Tentang kesehatan, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang praktek 
kedokteran 
2. Bahan hokum sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi 
penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dekomentasi pada 
instansi terkait. 
3. Bahan hokum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus dan 
ensiklopedia. 
 
D. Metode pengumpulan data 
Penulis melakuakan penelitian langsung kepada ikatan dokter Indonesia (IDI) 
dan Dinas Kesehatan.Dengan menggunakanteknik : 
1. Wawancara langsung, yakni melakukan proses Tanya jawab ( dialog ) dengan 
Ikatandokter Indonesia (IDI)dan kepada dinas kesehatan. 
2. Studi Dokumentasi 
Yaitu penulis mengambil data dengan menelaah buku-buku, tulisan-tulisan, dan 
peraturan perundang-undangan di bidang hokum Kesehatan, Praktek Kedokteran, 
dan Perlindungan Konsumen serta data laporan yang ada (laporan tahunan) 
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bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini mencakup buku, artikel-artikel 
ilmiah, dan situs-situs internet. 
 
E. Instrument Penelitian 
Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian, yakni :peraturan perundang-undangan, Observasi, 
wawancara , dan dokumentasi. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara 
primer maupun sekunder, dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan 
secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini. Dalam 
menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode sebagai berikut : 
a) Dedukatif  yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang – 
undangan. 
b) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau 
memperjelas bunyi peraturan perundang –undangan dan uraian umum. 
c) Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan 
perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan ketidak sepahaman serta menimbulkan kerancuan. 
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BAB IV 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAYANAN 
MEDIS DI KOTA MAKASSAR 
 
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perlunya Perlindungan Hukum 
Terhadap Dokter di Makassar. 
Seorang dokter yang diduga melakukan medikal malpraktek atau perbuatan 
pelanggaran hukum dalam profesi kedokteran, maka ia dapat dituntut secara hukum 
administrasi, hukum perdata, ataupun hukum pidana, terlepas dari benar tidaknya 
seorang dokter telah dituduh melakukan medikal malpraktek, maka apabila hal 
tersebut telah terpublikasi secara meluas melalui mas media, maka hancurlah karier 
yang telah dirintisnya selama ini. 
Tindakan malpraktek medik memang mungkin terjadi, apakah  karena 
kesengajaan ataupun karena kelalaian, bagaimanapun sebagai manusia dokter tidak 
bisa lepas dari kemungkinan untuk melakukan kekeliruan dan kesalahan karena hal 
itu merupakan sifat kodrati manusia. Dalam fakta yang terjadi di lapangan dari hasil 
wawancara kepada ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makassar ternyata ada 
beberapa sebab sehingga seorang dokter  seharusnya mendapat perlindungan hukum 
atas sebab atau hal-hal tersebut. Diantaranya: 
 
1. Dokter yang terkadang di anggap tidak profesional, padahal sorang dokter 
yang telah melakukan pelayanan medis yang telah sesuai dengan standar profesi, 
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standar pelayanan medis dan standar oprasional prosedur. Apabila seorang 
dokter telah melaksanakan pelayanan medis atau praktek kedokteran telah sesui 
dengan standar profesi dan standar prosedur oprasional maka dokter tersebut 
tidak dapat dituntut hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun 
hukum pidana. 
“ Bahwa menurut penulis, sudah menjadi suatu kewajiban bagi dokter untuk 
melakukan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi, standar 
pelayanan medis dan standar oprasional prosedur mengingat hal tersebut 
telah di atur dalam Undang-UndangNo. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek 
Kedokteran yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1), yakni setiap dokter atau 
dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar 
pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi. Serta dalam Pasal 51 huruf 
(a,b,c,d,e), yakni setiap dokter memberikan pelayanan medis sesuai dengan 
standar profesi dan standar prosedur oprasional serta kebutuhan medis 
pasien, merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai 
keahlian yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan 
atau pengobatan, harus dapat merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya 
tentang pasienbahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia, serta 
melakukan pertolongan atas dasar perikemanusian kecuali bila ia yakin ada 
orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, dan menambah ilmu 
pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Sehingga bila 
mana tindankan dokter tersebut telah sesuai dengan standar  pelayan dan 
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standar oprasional yang ada maka memang sudah seharusnya dokter 
mendapat perlindungan  hukum dari adanya keberatan dari pasien atau 
keluarga pasien. 
2. Pasien atau keluarga pasien yang tidak terima dengan kegagalan upaya 
pengobatan, padahal seorang dokter yang kemudian telah memberikan 
penjelasan terhadap pasien dan atau keluarganya tentang diagnosis dan tata cara 
tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatife tindakan lain 
dan resikonya dan komplikasi yang mungkin terjadi. Setelah pasien menyetujui 
tindakan medik bedasarkan informasi yang jelas dan terang tersebut, serta tindak 
medik itu telah sesui dengan standar pelayana medik, maka dokter tidak dapat 
disalahkan apabila terjadi kegagalan dalam upaya tersebut. 
” Bahwa menurut penulis seorang dokter memang seharusnya mempunyai 
kewajiban untuk memberikan penjelasan terhadap pasien dan atau 
keluarganya tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis yang akan 
diberikan kepada pasien, agar pasien dapat mempertimbangkan apa dia tetap 
ingin melanjutkan prosedur tersebut atau menolaknya, hal tersebut juga telah 
disebutkan di dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-
Undang Praktek Kedokteran bahwa pasien berhak untuk mendapatkan 
penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu setap tindakan dokter yang akan dilakukan  
oleh dokter terhadap pasien harus mendapat persetujuan.Nah kalau sudah 
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seperti itu maka dokter tidak bisa dipersalahkan atas dasar tersebut karena 
tindakannya tersebut berdasarkan persetujuan pasien dan keluarga pasien. 
3. Dokter yang dipersalahkan oleh pasien, akibat tindakan yang dilakuakn oleh 
pasien sendiri yang tidak menjelaskan dengan sejujurnya tentang riwayat 
penyakit yang pernah dideritanya serta obat-obatan yang pernah dimakannya 
selama sakit atau tidak menaati petunjuk-petunjuk serta instruksi dokter atau 
menolak cara pengobatan yang telah disepakati, hal ini dianggap sebagai pasien 
turut bersalah karena kejujuran serta mentaati saran dan instruksi dokter ini 
dianggap sebagai kewajiban pasien terhadap dokter dan terhadap dirinya sendiri. 
“ bahwa menurut penulis, sudah menjadi hak dari dokter dan kewajiban dari 
pasien untuk menerima dan memberikan informasi yang selengkap-
lengkapnya dan sejujur-jujurnya baik dari pasien ataupun dari keluarga 
pasien mengenai kesehatannya dan terhadap pasien yang harus mematuhi 
semua nasihat dan petunjuk dokter serta mematuhi segala ketentuan yang 
berlaku disarana pelayanan kesehatan, sesuai dengan ketentuan pada pasal 
50 huruf c dan pasal 53 huruf a, b dan c Undang-Undang Praktik 
Kedokteran. Maka jika seorang pasien tidak mematuhi hal tersebut dan 
kemudian hasil yang diharapkan tidak sesui dengan yang diharapkan, maka 
dalam teori hukum kesehatan kita kenal dengan istilah “ Countribtion 
negligence” atau pasien turut bersalah. 
4. Dokter yang di anggap lalai, padahal seorang dokter tidak di anggap lalai 
apabila ia memilih salah satu dari sekian banyak cara pengobatan yang di akui, 
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dimana pilihan tindakan medis dari dokter tersebut telah didasarkan pada standar 
profesi seperti dalam hal diagnosa yang mempergunakan cara-cara ilmiah dan 
fasilitas yang tersedia untuk lebih memastikan dan yakin terhadap diagnosa yang 
ditegakkannya, yang kemudian setelah itu ternyata pilihanya keliru. 
“ menurut penulis hal tersebut bisa jadi di benarkan bisa jadi juga tidak 
karena kalu kita berbica tentang kekeliruan itu bisa jadi berimplikasi kepada 
kelalaian, akan tetapi kita ketahui bahwa bidang kedokteran merupakan 
suatu bidang yang sangat komplek, seperti dalam suatu upaya pengobatan 
sering terjadi ketidak sepakatan atau pendapat yang sama tentang terapi yang 
cocok terhadap suatu situasi medis khusus. Ilmu medis adalah suatu seni dan 
sains (art and science) disamping teknologi yang dimatangkan dalam 
pengalaman. Maka dapat saja secara pendekatan terhadap suatu penyakit 
berlaianan bagi dokter yang satu dengan yang lain, namun sejatinya haruslah 
tetap berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Dan kemudian muncullah suatu teori hukum oleh pengadilan yang disebut 
“respectable minority rule”, yaitu seorang dokter tidak dianggap berbuat 
lalai apabila ia memilih salah satu dari sekian banyak cara pengobatan yang 
diakui. 
5. Pulang paksa, seorang pasien yang memutuskan untuk pulang atas kehendaknya 
sendiri walaupun dokter belum mengizinkan, dan apabila telah dilakukan 
penjelasan selengkapnya dan ternyata pasien dan atau keluarga pasien setuju 
apabila terjadi resiko yang telah diduga sebelumnya, maka dokter tidak dapat 
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dipertanggung jawabkan atas tindakan medisnya dan hal semacam itu juga 
membebaskan dokter dan rumah sakit dari tuntutan hukum.  
“ menurut penulis seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya dalam 
upaya pelayanan kesehatan tentunya harus dapat melaksankan tugasnya 
dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, cuman terkadang dalam 
masyarakat sendiri yang juga sering terjadi  pasien atau keluarga pasien yang 
memutuskan untuk pulang, hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal 
semisal biaya untuk rawat inap yang cukup besar atau mungkin dari pasien 
atau keluarga pasien sendiri yang memutuskan untuk pulang karena yakin 
bahwa ajalnya sudah dekat, walaupun kalau kita berbicara ajal tentunya itu 
merupakan rahasia allah dan hanaya ialah yang maha mengetahui tentang 
itu. 
Maka apabila seorang dokter telah melakuakn perbincangan kepada 
pasien dan keluarga pasien mengenai resiko bila mana pasien tidak 
dilanjutkan untuk dirawat dirumah sakit, maka terlepas dari itu ketika pasien 
atau keluarga berkeras untuk pulang maka sejatinya dokter sudah lepas dari 
kewajibannya dan mestilah mendapat perlindungan hukum bila mana ada 
keluarga yang keberatan terhadap hal tersebut. 
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Dibawah inijuga ada bebera hasil wawancara langsung dari beberapa 
responden dari dokter yang bertugas di Makassar dan juga responden dari dinas 
kesehatan Makassar. Seperti yang di ungkapkan oleh: 
dr. cahyo diningrat dari kalangan dokter, bawasanya: 
“ Bahwa beliau sudah hampir 8 tahun menjadi dokter spcialis anestesi ia 
mengatakan selama ia bertugas menjadi dokter belum pernah mendapat 
keritikan dari pasien ataupun dari keluarga pasien mengenai pelayanan medis 
yang di berikannya kepada pasien yang ia tangani, menurutnya karakter 
orang-orang makassar yang keras biasanya dapat mengundang keos kalau 
tidak dihadapai dengan kepala yang dingin tapi sepengetahuannyaselama ia 
bertugas di makassar  belum pernah melihat ada dokter di makassar yang di 
proses di pengadilan. Tapi beliau mengatakan bahwa pelanggaran atau 
kesalahan dari pelayanan yang diberikan oleh dokter mungkin saja terjadi tapi 
masih yang bersifat ringan dan penyelesainnya juga dapat diselesaikan tanpa 
melalui jalur pengadilan tapi lebih kepada jalur kekeluargaan dalam proses 
mediasi. Untuk proses mediasinya sendiri ia mengatakan kurang mengerti dan 
paham mengenai hal tersebut akan tetapi hal tersebut selalu dapat di terima 
oleh pasien dan keluarga pasien tanpa harus menempuh jalur pengadilan 
Bahwa menurutnya seorang dokter juga memerlukan perlindungan 
hukum, dari hal-hal yang seharusnya memang mendapat perlindungan, 
semisal dokter yang kadang di anggap tidak propfesional, kelurga pasien yang 
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selalu merasa bahwa dokter harus selalu bisa menyelesaikan tugasnya dengan 
keberhasilan, dokter di anggap lalai dan masih banyak lagi ia juga 
menambahkan kalau masyarakat harus juga bisa memahami bahwa dokter 
bukanlah tuhan yang selalu bisa selalu berhasil untuk menolong pasiennya. 
Hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang di ungkapkan oleh 
dr.narendra aryo terkait dengan pertanyaan yang serupa yang seperti yang 
diberikan kepada dr. Cahyo Diningrat, 
“Beliau sudah 9 tahun menjadi dokter  di RS.PalamoniaMakassar ia 
mengatakan bahwa selama menjadi dokter belum pernah mendapat keritikan 
dari pasien atau keluarga pasien menurutnya selama ia menjadi dokter belum 
pernah mendengar adanya kasus yang melibatkan rekan seprofesinya dalam 
hal keberatan dari pasien atau keluarga pasien yang membawa perkaranya 
sampai ke rana pengadilan, menurut sepengetahuannya ia kurang tau apa 
sering terjadi atau tidak tapi mungkin saja ada, ia mengatakan bahwa ia dan 
rekan seprofesinya selalu berupaya memberikan pelayanan yang semaksimal 
mungkin kepada pasien karena itu sudah merupakan kewajibannya yang 
sudah diatur dalam undang-undang praktek kedokteran. Kalau mengenai 
peroses penanganan terhadap masalah-masalah ringan yang ada ia kurang 
kurang begitu faham mengenai cara penyelesaianya. 
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Bahwa menurutnya dokter juga manusia biasa jadi sudah seharusnya juga 
mendapat perlindungan hukum ia menambahkan bahwa masyarakat juga 
harus mengerti ke adaan kami dari pihak dokter, karena kami dari pihak 
dokter selalu berharap agar upaya pelayana medis yang kami berikan dapat 
berhasil sesuai dengan yang diharapkan, tapi kalau takdirnya berkata lain, kita 
sebagai manusia biasa hanya berusaha semaksimal mungkin, tentunya 
masyarakat juga harus sebisa mungkin akan kami beikan pemahaman 
mengenai tugas dan fungsi dokter, sejauh mana kami dapat bertindak dan juga 
hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban baik itu untuk pasien juga tentunya 
untuk kami sebagai pemberi pelayanan kesehatan. 
Kepala bidang pelayanan kesehatan di kantor dinas kesehatan juga 
memberikan pandangannya secara umum terhadap dokter saat ini, beliau 
menuturkan bahwa seorang dokter adalah manusia biasa yang penuh dengan 
kekurangan apalagi dalam melakukan tugas kedokteran yang penuh dengan 
resiko, tentunya resiko-resiko inilah yang perlu dipahami oleh pasien dan 
masyarakat luas agar sepaya dapat tercipta pemahaman terhadap pelaksaanaan 
tugas dokter tersebut sehingga resiko tersebut tidak dimaknai sebagai sebuah 
malpraktek, karena hal tersebut akan berimbas dan akan sangat berimpilikasi 
terhadap hubungan humanisme antara dokter dan masyarakat pada umumnya. 
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B. Langkah Yang Di Tempuh Untuk Melindungi Doker Dalam Melaksanakan 
Tugasnya. 
 
Dari hasil wawancara terhadap dr. Anis selaku ketua Ikatan Dokter Indonesia 
Cabang Makassar
1
.Beliau mengatakan bahwa Seorang dokter yang melaksanakan 
tugasnya harus sesuai dan berdasarkan Kode Etik Kedokteran yang berlaku, 
menurutnya hal yang paling utama dalam melindungi dokter bila mana ada dokter 
yang diduga melakukan malpraktek ialah dalam proses mediasi, karena sebagian 
besar sumber sengketa adalah tidak adanya komunikasi, yang mana hal tersebut telah 
disebutkan dalam undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, lanjut 
dipaparkan oleh beliau bahwa tahap mediasi itu lebih cepat dalam menyelesaikan 
masalah, lebih efektif kerugian akan terkurangi dalam penyelesaian perselisihan apa 
lagi kita mengenal asas yang selalu ada yaitu “Asas Praduga Tidak Bersalah” sampai 
yang bersangkutan benar-benar terbukti bersalah dari putusan pengadilan. Beliau juga 
mengatakan bahwa penyelesaian kasus pelayanan kesehatan secara hukum (litigasi) 
sering kali berdampak buruk terhadap tenaga kesehatan, karena disamping masa 
depan tenaga kesehatan tersebut sudah langsung terlanjur jelek, padahal dia belum 
tentu bersalah, kedapan dia mungkin akan kehilangan kepercayaan dari pasien belum 
lagi rasa malu baik diri sendiri dan keluarga juga dapat menjadi beban moral yang 
berkepanjangan. 
Beliau menambahkan agar seorang dokter dapat melaksanakan Kode Etik 
dengan baik maka harus dimulai sejak menjadi mahasiswa kedokteran sampai 
                                                          
1
dr. Anis, (Wawancarapadatanggal 7Mei 2014). 
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menjadi dokter dan melaksanakan kegiatan sebagai profesi dokter, adapun yang 
dimaksud adalah sebagai berikut : 
1. Melakukan pendidikan under graduate  di fakultas kedokteran S1 pengenalan, 
penghayatan dan pemahaman kode etik kedokteran perlu dilakukan sedini 
mungkin yaitu melalui pendidikan under graduate  di fakultas kedokteran 
2. Melaksanakan kursus strukur, platihan dan arara ilmiah yang di akreditasi 
organisasi profesi Ikatan dokter Indonesia (IDI) agar kode etik kedokteran 
dapat terus di ingat oleh para dokter maka perlu adakan pelatihan/kursus yang 
terstruktur mengenai kode etik kedokteran. 
3. Dokter harus senang tiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau 
menerapkan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan 
terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarat. 
4. Mewajibkan dokter untuk bersifat terbuka bicara benar, faktual dan sopan 
santun secara professional pada saat berkomunikasi dengan anggota dengan 
pasien dan dengan masyarakat luas. 
5. Mewajibkan dokter untuk mampu mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada cakupan pasal (1) dilakukan dengan cara; a. membaca berbagai literatur 
dalam buku, majalah ilmiah kepustakaan elektronik, brosur dan sebagainya, 
b. mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah seperti; seminar, loka karya, pelatihan 
dan lain sebagainya, agar ilmu dan keterampilan tetap di akui dan dipercaya, 
c. secara aktif melakukan penelitian kedokteran atau kesehatan. 
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6. Mewajibkan kepada setiap dokter untuk selalu memelihara kesehatannya, 
supaya dapat bekerja dengan baik. 
7. Memberikan perlindungan hukum yang layak, dalam hal adanya gugatan atau 
tuntutan hukum dari pasien atau keluarga pasien yang tidak puas dengan 
kinerja dokter. 
Menurut pendapat penulis mediasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa 
terhadap para pihak dengan duduk bersama guna untuk menghasilkan sebuah 
kesepakatan bersama dengan menghadirkan seorang mediator yang bersikap netral 
yang mampu menjembatani dialog antara para pihak agar tercipta sebuah peroses 
dialog yang tertib, yang dimana dengan hadirnya seorang mediator akan 
mengarahkan para pihak untuk bisa lebih terbuka dan jujur dalam menyampaikan 
masalahnya. 
Proses mediasi dimulai dengan cara sebagai berikut : 
a. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak. 
b. Mediator memastikan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaiakan 
masalah dengan jalur mediasi. 
c. Mediator menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator. 
d. Mediator menjelaskan prosedur mediasi. 
e. Mediator menjelaskan parameter kerahasian. 
f. Mediator menjelaskan aturan prilaku dalam proses perundingan. 
72 
 
g. Menginditifikasi topik-topik umum permasalahan yang akan di bahas dan 
menentukan urutan sub topik yang akan dibahas dalam proses perundingan 
serta menyusun agenda prundingan. 
h. Mediator dapat mengungkapkan kepentingan tersembunyi yang dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dengan mengumumkan 
pertanyaan langsung kepada para pihak, ataucaratidak langsung dengan 
mendengar atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang 
dikemukakan para pihak. 
i. Mediator berusaha untuk mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada 
pola pikiran yang posisional, tetapi harus bersikap terbuka dan mencari 
alternative penyelesaian pemecahan masalah secara bersama. 
j. Menganilisis pilihan penyelesaian sengketa, dimana mediator membantu para 
pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu 
penyelesaian masalah. Mediator juga mengingatkan para pihak agar bersikap 
realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. 
k. Proses tawar menawar akhir, dimana pada tahap ini para pihak telah melihat 
titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsensi satu sama 
lainnya. Mediator juga membantu para pihak agar mengembangkan tawaran 
yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidaknya tercapainya 
penyelesaian masalah. 
l. mencapai kesepakatan formal, para pihak menyusun kesepakatan dan 
prosedur atau pelaksanaan kesepakatan yang mengacu kepada langkah-
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langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi 
kesepakatan dan mengakhiri sengketa. 
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BAB V 
 PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan terkait pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, terkait dengan pembahasan dapat kita simpulakan bahwa dalam 
beberapa hal seorang dokter memang perlu mendapatkan perlindungan hukum, 
seperti dari beberapa fakor yang dijadikan sebagai dasar dari pasien ataupun dari 
keluarga pasien untuk mengugat antara lain: dokter yang dianggap tidak professional, 
Pasien atau keluarga yang tidak bisa menerima kegagalan dari sebuah upaya 
pengobatan, dokter yang dipersalahkan oleh pasien yang ternyata disebabkan oleh 
pasien itu sendiri, dokter yang dianggap lalai, serta adanya permintaan pulang paksa 
dari pasien atau keluarga pasien.Sampai saat ini dokter di kota makasaar telah 
mendapatkan proteksi hukum yang cukup baik, meskipun demikian dokter-dokter 
yang bertugas juga acap kali mendapatkan komplen dari pasien atau keluarga pasien, 
akan tetapi belum ada yang sampai kemeja hijau, karena kebanyakan masalah 
tersebut dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, hal ini jugalah yang kemudian 
menjadi salah satu upaya dalam melindungi dokter bilamana terdapat suatu keberatan 
dari pasien atau keluarga pasien. 
B. Implikasi Penelitian 
Seoarang dokter tidak cukup hanya dengan ilmu dan keterampilan, karena 
mungkin saja seorang dokter yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 
tinggi dan ia telah benar-benar menggunakannya untuk menolong pasien tanpa 
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dipengaruhi untuk mencari kepentingan peribadi, namun karena ketidak puasan 
sorang pasien atas upaya penyembuhan yang dilakukan dokter itu makanpasien 
tersebut menuntut dokter kepengadilan, maka seorang dokter kedepannya harus dapat 
lebih mengerti tentang tanggungjawab hukum karena akan sangat membantu dalam 
mengantisipasi kemungkinan tuntutan pasien atas upaya medis yang dilakukan oleh 
dokter. 
RIWAYAT HIDUP 
 
Fajrin Amin. Anak ketiga dari 5 bersaudara. Lahir pada 
tanggal 22 Agustus 1991 di Malino. Dari pasangan Kapten. 
Inf. Muhammad Amin dan Nuraeni. Mengawali Jenjang 
Pendidikan Formal pada tahun 1994 di SD Inpres Malino, pada 
tahun 1997 pindah ke SD Negeri 4 Tane Telangi, kemudian 
pada tahun 1998 pindah lagi ke SD Inpres Tappanjeng II Bantaeng, lalu pada tahun 
2000 untuk yang ketiga kalinya pindah lagi ke SD Inpres 25 Panaikang, dan tamat 
pada tahun 2002. Melanjutkan studi ke SMP Negeri 1 Bissappu, lalu pada tahun 2004 
pindah ke SMP Negeri 1 Binamu Jeneponto dan tamat pada tahun 2005. Kemudian 
melanjutkan pendidikan menengahnya di SMU Negeri 2 Binamu dan tamat pada 
tahun 2008. Pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan 
tinggi dan diterima di Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum 
jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Semasa 
kuliah, penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dan tergabung dalam beberapa 
lembaga diantaranya Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS), Perhimpunan Masiswa 
Hukum Indonesia (PERMAHI) dan Komunitas Penyuluhan Hukum. Prestasi yang 
pernah diraih selama kuliah mendapat predikat sebagai hakim terbaik dalam National 
Moot Court Copetition (NMCC) yang di adakan oleh Asean Law Student Association 
(ALSA) yang bertempat di Universitas Brawijaya Malang. Penulis merampungkan 
studi S1 dan selesai pada bulan Agustus tahun 2014.   
